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PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Sejarah sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dari zaman 

kemerdekaan hingga zaman reformasi bila dilihat berdasarkan pendekatan 

kesisteman, dapat di bedakan menjadi dua sistem, yaitu  sistem pemerintahan 

pusat atau disebut pemerintah dan sistem pemerintahan daerah. Dalam praktik 

penyelenggaraan pemerintahannya dikenal dengan konsep sentralisasi dan 

desentralisasi. Menurut Siswanto dalam Erna (2009:1), konsep sentralisasi 

menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan 

pemerintahan berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi 

menunjukkan karakteristik yakni sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewajiban pemerintah Pusat, diberikan kepada pemerintah daerah. 

Menurut Harlod F. Alderfer dalam Khairul (2006:5) sentralisasi atau 

deconcentration adalah sistem penyelenggaraan yang semata – mata menyusun 

unit administrasi atau field stations, baik itu tunggal ataupun dalam hirearki, baik 

itu terpisah maupun tergabung, dengan perintah mengenai apa yang seharusnya 

mereka kerjakan atau bagaimana mengerjakannya. Ini menyebabkan tidak ada 

kebijakan yang dibuat di tingkat lokal serta tidak ada keputusan fundamental yang 

diambil. Selain itu, badan – badan pusat memiliki semua kekuasaan dalam diri-
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nya, sementara pejabat lokal atau daerah hanya merupakan bawahan sepenuhnya 

dan mereka hanya menjalankan perintah dari pusat. 

Definisi desentralisasi menurut Harlod F. Alderfer dalam Khairul (2006:5) adalah 

unit – unit lokal ditetapkan dengan kekuasaan tertentu atas bidang tugas tertentu. 

Sedangkan menurut Joeniarto dalam Erna (2009:1) adalah memberikan wewenang 

dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus 

urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Dapat dikatakan 

pemerintah lokal dapat menjalankan penilaian, inisiatif dan pemerintahannya 

sendiri seusai dengan ciri khas daerahnya masing – masing. 

Menurut Erna (2009:2) berdasarkan tujuannya, desentralisasi (otonomi daerah) 

memiliki beberapa tujuan. Yang pertama untuk mengurangi beban pemerintah 

pusat dan campur tangan tentang masalah – masalah kecil bidang pemerintah di 

tingkat lokal. Yang kedua, meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat 

dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah lokal.  Yang ketiga, desentralisasi 

dapat melatih masyarakat untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri. 

Dan yang keempat, dapat mempercepat bidang pelayanan umum pemerintah 

kepada masyarakat. 

Konsep dari otonomi daerah sebagai wujud dari sistem demokrasi yang diambil 

oleh bangsa Indonesia mengidealkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses 

pembangunan. Maka dari itu aspirasi masyarakat merupakan bagian yang sangat 

penting dalam proses pembangunan, karena masyarakatlah yang memiliki 

informasi mengenai kondisi dan kebutuhannya. 
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Adanya konsep dari otonomi daerah maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 

yang menganut sistem pemerintahan yang dianggap sentralistik dianggap tidak 

lagi relevan dengan perkembangan zaman dan sistem demokrasi yang saat ini 

dianut Indonesia. Sebagai penggantinya dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui lagi dengan 

Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004. Dengan diberlakukanya Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka penyelenggaraan otonomi daerah 

diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung 

jawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip 

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta dengan 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman di daerah, selain itu pemerintah 

daerah (kabupaten/kota) dan aparatur publik yang lainnya dituntut untuk 

melaksanakan fungsi-fungsinya. Fungsi tersebut meliputi fungsi pelayanan 

masyarakat, serta melaksanakan pembangunan dan perlindungan masyarakat. 

Implementasi dari fungsi-fungsi tersebut akan tercermin pada berbagai kebijakan 

dan pelayanan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah yang ditujukan kepada 

masyarakat. 

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan 

otonomi daerah atau pemerintahan daerah dilakukan oleh lembaga eksekutif dan 

legislatif tingkat daerah. Pemerintah Daerah bertindak sebagai badan eksekutif 

atau sebagai salah satu penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah bertindak sebagai badan legislatif. 
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Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004, sebagai lembaga eksekutif yang 

menyelenggarakan pemerintahan daerah, Pemerintah daerah memiliki berbagai 

unsur dalam menjalankannya. Unsur yang ada dalam Pemerintah daerah adalah 

Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah. Gubernur, Bupati, atau 

Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No.6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, 

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Kepala Daerah tingkat Provinsi disebut Gubernur. Dalam menjalankan tugasnya 

sebagai kepala daerah, Gubernur bertangung jawab kepada DPRD Provinsi. Dan 

dalam kedudukannya sebagai wakil kepala pemerintah pusat yang ada di daerah, 

Gubernur berada di bawah dan bertangung jawab kepada Presiden. Sedangkan 

Kepala daerah Kabupaten atau kota disebut Bupati atau walikota. Bupati atau 

Walikota dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai kepala daerah, 

keduanya bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten / Kota. 

Adapun tugas dan wewenang Kepala Daerah berdasarkan UU. No. 32 Tahun 2004 

Pasal 25 sebagai berikut : (1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah 

berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; (2) Mengajukan 

rancangan Perda; (3) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama 

DPRD; (4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada 

DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; (5) Mengupayakan terlaksananya 

kewajiban daerah; (6) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan 

dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan 
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perundangundangan; dan (7) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan 

rakyat daerah dan juga berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Ada 2 jenis DPRD yang ada, yang pertama DPRD Provinsi 

dan DPRD Kabupaten atau Kota. Lembaga legislatif ini memiliki tugas yang 

sama, namun berbeda dalam tingkat wilayahnya. Jika DPRD Provinsi, bertugas 

pada tingkat provinsi, sedangkan DPRD Kota atau Kabupaten bertugas pada 

tingkat kota atau Kabupaten. 

DPRD baik provinsi maupun kota, memiliki tugas dan fungsi menurut Surbakti 

(1992:176) yaitu sebagai policy making, bugeting, dan controlling. Fungsi policy 

making merupakan fungsi untuk merumuskan kebijakan pembangunan dan 

perencanaan program pembangunan, dan fungsi bugeting dimana DPRD berfungsi 

sebagai perencana anggaran daerah (APBD), serta fungsi controlling dimana 

DPRD berfungsi sebagai pengawas Pemda dalam menjalankan pemerintahan. 

Disetiap provinsi dan kota yang ada di Indonesia terdapat lembaga DPRD. 

Anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota di masing – masing daerah berbeda 

jumlahnya. Banyaknya jumlah anggota DPRD di suatu wilayah di tentukan oleh 

Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jumlah komisi yang ada di DPRD bergantung 

kepada banyaknya jumlah anggota yang ada di setiap masing – masing provinsi 

dan kabupaten/kota. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 51 DPRD 

provinsi yang beranggotakan 35 – 75 orang, membentuk empat komisi. 

Sedangkan yang beranggotakan lebih dari 75 orang dapat membentuk lima 
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komisi. Untuk DPRD kabupaten/kota, jika jumlah anggota 20 – 35 orang, 

membentuk tiga komisi. Sedangkan yang beranggotakan lebih dari 35 orang, 

membentuk empat komisi. Masa jabatan anggota DPRD baik provinsi maupun 

kabupaten/kota adalah 5 tahun, dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru 

mengucapkan sumpah/janji. 

Anggota DPRD terdiri atas anggota partai politik yang menjadi peserta dalam 

pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Ini 

menyebapkan DPRD saat ini berbeda dengan DPRD yang sebelum – sebelumnya 

yang menggunakan sistem penunjukkan langsung. DPRD saat ini dipilih langsung 

oleh raykat dalam pemilihan umum (pemilu) legislatif. Dalam pemilu legislatif 

ini, masyarakat yang sudah memiliki hak untuk memilih dapat menentukan 

pilihannya secara langsung pada nama – nama calon anggota DPRD baik provinsi 

maupun kabupaten/kota yang diyakini mampu menyampaikan dan 

memperjuangkan aspirasinya. Agar anggota DPRD dapat terpilih oleh masyarakat 

banyak dalam pemilu legislatif, sehingga dapat menjabat sebagai wakil rakyat, 

menurut tata cara yang berlaku mereka melakukan kegiatan kampanye.  

Dalam kegiatan kampanye, para calon anggota DPRD baik provinsi maupun 

kabupaten/kota mengemukakan visi dan misi mereka jika mereka terpilih nanti. 

Ini sesuai dengan Undang – Undang No. 12 Tahun 2003 Pasal 1 Tentang 

Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan Kampanye Pemilu adalah 

kegiatan peserta Pemilu dan/atau calon anggota DPRD Provinsi dan 
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Kabupaten/Kota untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program – 

programnya. 

Visi dan misi atau program – program yang para anggota DPRD ucapkan pada 

saat mereka mencalonkan diri, dapat dikatakan sebagai janji para anggota DPRD 

kepada masyarakat yang harus mereka penuhi. Karena dengan janji yang mereka 

ucapkan pada pemilu legislatif, mereka dapat meraih kepercayaan masyarakat 

bahwa anggota DPRD yang mereka pilih dapat memenuhi janji dan dapat 

menyampaikan serta memperjuangkan aspirasi mereka. Jadi sudah merupakan 

tanggung jawab dari setiap anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota 

untuk dapat memenuhi segala janji yang mereka ucapkan kepada masyarakat pada 

waktu masa pemilu legilatif. Namun yang terjadi pada saat sekarang ini, 

tampaknya banyak sekali anggota DPRD lupa akan janji yang mereka ucapkan 

pada masa pemilu legislatif mereka. Ini dapat kita lihat dari banyaknya anggota 

legislatif yang terjerat kasus korupsi.  

Berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2012 ini 

ada 24 orang yang terjerat kasus korupsi (http://news.liputan6.com/ diakses pada 

tanggal 3 Januari 2013). Sedangkan menurut Pusat Pelaporan Analisis dan 

Transaksi Keuangan (PPATK) sebanyak 42,71% wakil rakyat baik untuk tingkat 

DPR, DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota periode 2009 – 2014 yang ada di 

Indonesia terindikasi melakukan kegiatan korupsi (http://www.radarsorong.com/ 

diakses pada tanggal 3 Januari 2013). Ini meningkat dibandingkan dengan periode 

tahun 2001 – 2004 yang hanya 1,04%. Temuan PPATK ini didasarkan pada hasil 

analisis atas transaksi di perbankan maupun non bank. Data di atas menunjukkan 

http://news.liputan6.com/
http://www.radarsorong.com/
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bahwa semakin meningkatnya anggota legislatif yang memperkaya diri mereka 

sendiri dan melupakan janji – janji kampaye mereka. 

Anggota DPRD juga mempunyai tangung jawab untuk menyerap, menampung, 

menghimpun, dan menindaklanjuti serta memperjuangkan aspirasi masyarakat 

yang telah percaya dan memilih mereka agar terjadi peningkatan kesejahteraan 

rakyat yang ada di daerah, selain menepati janji yang mereka ucapkan sewaktu 

pemilu legislatif. Ini sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 43. Namun yang 

terjadi, jika dilihat dari tingkat kehadiran para anggota DPRD selama rapat 

paripurna, bisa terbilang cukup rendah. Di Bandar Lampung sendiri tingkat 

kehadiran para anggota legislatifnya selama tahun 2011 dan awal tahun 2012 

masih di bawah 60% (http://www.radarlampung.co.id/ diakses pada tanggal 26 

November 2012). Berdasarkan data di tersebut, maka lokasi dari penelitian ini 

berada di Kota Bandar Lampung.  

Tingkat kehadiran yang terbilang cukup rendah dalam menghadiri rapat, peneliti 

ingin melihat apakah penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh 

anggota DPRD Kota Bandar Lampung dapat melaksanakan perannya dengan baik 

karena berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab anggota DPRD kepada 

masyarakat dan tujuan dari adanya desentralisasi, maka peran serta masyarakat 

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi sangatlah penting. 

Masyarakat seharusnya tidak dipandang lagi sebagai objek dari pembangunan, 

melainkan harus serta menjadi subject dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah. Maka dari itu, aspirasi masyarakat menjadi penting untuk diserap, 

ditampung, dihimpun, dan ditindaklanjuti serta diperjuangkan agar program – 

http://www.radarlampung.co.id/
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program yang dihasilkan pemerintah dapat sesuai dengan masalah yang ada di 

masyarakat sehingga terdapat asas manfaatnya dan juga mendapat dukungan dari 

masyarakat itu sendiri. Jika telah mendapat dukungan dari masyarakat, maka 

secara tidak langsung akan timbul keinginan untuk menjalankan dan memelihara 

serta menjaga dari masyarakat itu sendiri. 

Sebagai contoh Syamsudin (2007:05) melakukan penelitian di Jambi dan 

menemukan bahwa hanya sekitar 15-20% aspirasi masyarakat yang dijadikan 

program pemerintah. Ini menunjukkan rendahnya persentase aspirasi masyarakat 

yang diserap dan di jadikan suatu program pemerintah. Dalam penelitian tersebut 

juga disebutkan aspirasi yang diakomodir adalah peningkatan sarana jalan berupa 

pengerasan jalan, sementara usulan kegiatan penting lainnya yang terkait dengan 

pendidikan dan kesehatan tidak termasuk dalam kegiatan yang dibiayai APBD. Di 

Bandar Lampung sendiri, belum diketahui berapa persen aspirasi masyarakat yang 

diserap anggota DPRD dan dijadikan program oleh pemerintah daerah. 

Menurut kelompok peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia 

dalam Isra (2010:288), rendahnya persentase aspirasi masyarakat yang diserap 

dan dijadikan suatu program pemerintah disebabkan karena tidak adanya 

peraturan yang menyatakan bahwa aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan 

(baik yang tertulis maupun lisan) harus dicatat sebagai bagian dari proses 

penyiapan dan pembahasan program pemerintah. Selain itu, menurut Khatarina 

dalam Isra (2010:288) pola penerimaan masukan (aspirasi masyarakat) yang 

selama ini telah dijalankan oleh badan legislatif terbukti secara empirik hanya 

menempatkan mekanisme partisipasi masyarakat sebagai ajang untuk “meredam” 
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aspirasi publik. Karena pada umumnya, menurut Salman (2009:04) setelah masuk 

ke Pemerintah Daerah (Dinas/ Satuan Kerja (satker)), aspirasi masyarakat sering 

kali dipangkas. Bahkan sering diganti dengan program hasil persetujuan sepihak 

antara anggota DPRD tertentu dengan pihak eksekutif. Ini mengakibatkan 

program yang dibuatpun lebih banyak kepentingan penguasa daripada 

kepentingan rakyatnya. Sehingga meskipun program yang dihasilkan baik tetapi 

sering tidak tepat dengan asas manfaatnya karena tidak sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan masyarakat.  

Program yang dikeluarkan pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat, maka akan kurang mendapat dukungan dari 

masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan diatas, maka secara tidak langsung 

tidak akan muncul kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk menjalankan, dan 

memelihara serta menjaganya. 

Kota Bandar Lampung dengan tidak diketahuinya berapa banyak aspirasi 

masyarakat yang diserap dan rendahnya tingkat kehadiran anggota DPRD-nya, 

belum diketahui pula bagaimana posisi aspirasi masyarakat yang sudah diserap 

oleh anggota DPRD Bandar Lampung. Anggota DPRD dalam melaksanakan reses 

sebagai salah satu kegiatan dalam menyerap aspirasi masyarakat selalu 

diinformasikan kepada masyarakat melalui media masa. Seperti yang diberitakan 

pada website http://lampung.tribunnews.com/ tanggal 01 Juli 2011. Namun 

setelah masa reses, tidak ada pemberitahuan yang dilakukan anggota DPRD 

kepada masyarakat berkaitan dengan banyaknya aspirasi  masyarakat yang telah 

dijadikan program oleh pemerintah daerah kota Bandar Lampung. Nugroho 

http://lampung.tribunnews.com/
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(2004:276) menyebutkan suatu keharusan agar dapat merespon aspirasi yang 

berakselarasi sebagai bagian penting dari penguatan masyarakat dapat 

memperkuat negara. Sehingga penyerapan aspirasi masyarakat dan 

menjadikannya suatu program bagi suatu daerah dapat menjadi penguatan 

masyarakat itu sendiri. Namun yang terjadi dalam pelaksanaan penyerapan 

aspirasi masyarakat menurut Isra (2010:289), aspirasi itu sendiri belum menjadi 

keharusan untuk dijadikan program pemerintah khususnya pemerintah daerah. Ini 

mengakibatkan posisi dari aspirasi masyarakat itu sendiri tidak jauh berbeda 

kedudukannya dengan opini yang ada di surat kabar maupun obrolan di pinggir 

jalan. Ini jelas menyimpang dari diadakannya otonomi daerah yang bertujuan 

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan 

lokal atau daerah. 

Mengingat pentingnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah guna tercapainya tujuan dari adanya 

otonomi daerah, serta pentingnya peran DPRD dalam hal ini DPRD Kota Bandar 

Lampung yang mempunyai kewajiban untuk menyerap, menampung, 

menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dalam hal ini masyarakat 

kota Bandar Lampung yang sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004, dan 

mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat yang telah 

memilih mereka untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Maka tujuan dari 

adanya penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penyerapan aspirasi 

masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD Bandar Lampung pada tahun 

2011. Sehingga dapat dilihat Peran Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Dalam 

Penyerapan Aspirasi Masyarakat dengan melihat metode – metode apa saja yang 
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digunakan oleh anggota DPRD Bandar Lampung dalam melakukan penyerapan 

aspirasi masyarakat dan juga dengan melihat upaya – upaya apa saja yang telah 

dilakukan dalam meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat khususnya 

masyarakat dari Kota Bandar Lampung. Mengingat Bandar Lampung menjadi ibu 

kota dari Provinsi Lampung sehingga keinginan antara masyarakat satu dengan 

yang lainnya menjadi berbeda dan beragam. 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Dengan melihat latar belakang di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Dilakukan Oleh 

Anggota DPRD Bandar Lampung Tahun 2011 – 2012? 

2. Upaya – upaya apa saja yang dilakukan oleh anggota DPRD Bandar 

Lampung dalam meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat Kota Bandar 

Lampung? 

C. Tujuan Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang 

Dilakukan Oleh Anggota DPRD Bandar Lampung Tahun 2011 – 2012 . 

2. Mengidentifikasi dan menganalisis Upaya – upaya apa saja yang dilakukan 

oleh anggota DPRD Bandar Lampung dalam meningkatkan penyerapan 

aspirasi masyarakat Kota Bandar Lampung. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan secara praktis 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan 

umum di bidang kebijakan publik khususnya menyangkut proses penyerapan 

aspirasi oleh decision maker. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi 

Anggota DPRD kota Bandar Lampung dalam menjalankan fungsinya dalam 

menyerap aspirasi  masyarakat. 

 


